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BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR 9.A TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN MASA JABATAN 2014-2019 
 

BUPATI PANGANDARAN, 
Menimbang : a. bahwa besaran harga tunjangan perumahan pimpinan 

dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pangandaran Masa Jabatan 2014-2019, telah ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati Nomor 840.1/Kpts. 25 –

Huk.Org/2016; 

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengkajian Besaran 

Harga Tunjangan Perumahan Nomor 

900/26/Setwan/2016, besaran tunjangan perumahan 

anggota DPRD terjadi Perubahan; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah 

belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau 

rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 

diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan 

dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 

pengucapan sumpah/janji dengan memperhatikan asas 

kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga 

setempat yang berlaku, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pangandaran Masa Jabatan 2014-2019. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah; 

 

 

 

 

 



3 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Lambang 

DPRD Kabupaten Pangandaran; 

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

 

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pengkajian Besaran Harga Tunjangan 

Perumahan Nomor 900/8.a/Setwan/2016 tanggal 24 

Pebruari 2016; 

  2. Surat Sekretaris DPRD Nomor 174/73.a/Setwan/2016 

tanggal 25 Pebruari 2016 perihal Permohonan 

Penandatanganan Peraturan Bupati. 

   

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 

PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

PANGANDARAN MASA JABATAN 2014-2019. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD. 

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dan telah mengucapkan sumpah 

dan/atau janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada 

pimpinan dan anggota DPRD berupa uang sewa rumah yang besarnya 

disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku. 

 

BAB II 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

 

Pasal 2 
 

Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut : 

a. Ketua, sebesar   Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang per bulan;  
b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah) per orang per bulan;  
c. Anggota, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per 

orang per bulan; 
 

Pasal 3 

 
(1) Tunjangan perumahan dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk 

uang dan dibayarkan setiap bulan;  

(2) Tunjangan dimaksud pada ayat (1) meliputi uang sewa rumah dan biaya 

pemeliharaan seperti listrik, air, telephone dan lain-lain; 

(3) Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati 

Pangandaran Nomor 840.1/Kpts. 25 –Huk.Org/2016 tentang Perubahan 

Besaran Harga Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Masa Jabatan 2014-

2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

 Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2016.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

 

 
 

 
 Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 29 Pebruari 2016 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

 

 

 

  H. JEJE WIRADINATA 

 

 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 29 Pebruari 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

             

 

 

 

            M A H M U D 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  

TAHUN 2016 NOMOR 9.A  

 

 


